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Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya cenderung terus
meningkat. Dengan demikian, ketersediaan beras merupakan tolok ukur bagi ketahanan pangan nasional.
Untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri agar dapat menjamin ketersediaan beras nasional,
pemerintah telah mendorong kegiatan usahatani padi karena usahatani padi merupakan kegiatan yang dapat
menghasilkan padi yang dapat diolah menjadi beras dan merupakan lapangan kerja dan sumber pendapatan
bagi 21 jutarumah tanggatani di Indonesia. Dengan demikian, usahatani padi merupakan kegiatan yang
strategis dalam program peningkatan produksi padi/beras dalam negeri.

Pada tahun 2004, produksi padi nasional diperkirakan mencapai 54,34 jutaton atau setara dengan 33,92 juta
ton beras (Angka Ramalan |11 BPS). Dari total produksi padi nasional tersebut, padi sawah memberikan
konstribusi sekitar 94,67% dari total produksi padi nasional. Sentra-sentra produksi padi terbesar antaralain
terdapat di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawes Selatan. Konstribusi produksi padi dari propinsi
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawes Selatan terhadap total produksi padi nasional pada tahun 2004,
masing-masing adalah 15,61% , 16,56 % dan 7,19 %.

Untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani, pemerintah telah
mengimplementasikan berbagai kebijakan perberasan. Pada periode sebelum krisis (1970-1996), pemerintah
telah mengimplementasikan kebijakan harga dasar gabah (HDG), kebijakan subsidi benih, kebijakan subsidi
pupuk, kebijakan subsidi kredit usahatani padi, manajemen stock dan monopoli impor oleh Bulog,
penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pengadaan gabah oleh Bulog, subsidi untuk
Bulog dalam melakukan operasi pasar yaitu pada saat harga beras tinggi Bulog harus menjual dengan harga
murah, dan kebijakan tarif impor beras. Pada periode krisis (1997-1999), pemerintah menerapkan kebijakan
transisi yaitu menghapus semua kebijakan kecuali kebijakan harga dasar gabah dan melakukan liberalisasi
impor beras dengan mencabut monopoli impor yang dipegang oleh Bulog dan menetapkan tarif bea masuk
beras sebesar nol persen. Pada periode pasta krisis (2000-2004), pemerintah menerapkan harga dasar
pembelian gabah oleh pemerintah (HDPP), kebijakan tarif impor beras dan pelarangan impor beras sejak
7anuari 2004 sampai dengan saat ini.

Globalisas Perdagangan dapat menjadi ancaman bagi kelanasungan produksi padi nasional. Oleh karenaitu
perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan. Permasalahan pokok
dalam peningkatan produksi padi yang berkelanjutan antaralain adalah (1) Lemahnya daya saing padi
sawah yang tercermin dari meningkatnya volume impor beras pada periode 1996-2001, (2) Rendahnya
profltabilitas usahatani padi sawah yang tercermin dari masih banyaknya petani yang menerima harga gabah
di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah dan menurunnyanilai tukar petani (NTP) pada periode
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1996-2001, dan (3) rendahnyatingkat proteksi pada usahatani padi sawah. 1Intuk mengatasi permasalahan
tersebut, sgjak tahun 2000 pemerintah telah menerapkan kebijakan tarif impor beras dengan tujuan supaya
dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sehingga dapat memberikan dukungan bagi
peningkatan produks padi dan pendapatan petani.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor beras terhadap dayasaing dan
profitabilitas usahatani padi yang difokuskan pada komoditas padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa
Timur dan Sulawes Selatan Periode 2002-2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Policy
Analysis Matrix (PAM) karena merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk
menganalis kebijakan pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing usahatani padi sawah di propinsi Sawa Tengah, Jawa Timur
dan Sulawes Selatan pada periode 2002-2003 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari menurunannya
nilai PCR. Penurunan nilai PCR berarti menunjukkan peningkatan daya saing usahatani padi sawah di tiga
propinsi tersebut. Nilai PCR padi sawah di propins Jawa Tengah menurun dari 0,57 menjadi 0,38; di
propinsi Jawa Timur menurun dari 0,54 menjadi 0,43; dan di propinsi Sulawesi Selatan menurun dari 0,53
menjadi 0,36. Profitabilitas usahatani padi sawah juga menunjukkan peningkatan yang tercermin dari
meningkatnya net transfer usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Peningkatan net transfer berarti
menunjukkan peningkatan profitabilitas usahatani padi sawah di tiga propins tersebut. Net transfer
usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah meningkat dari Rp 900.194/ha menjadi Rp 2.084.490/ha; di
propinsi Jawa Timur meningkat dari Rp 1.495.400/ha menjadi Rp 2.507.780/ha; dan di Sulawes Selatan
meningkat dari Rp 345.394/ha menjadi Rp 2.809.759/ha.

Peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut terjadi karena
adanya peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras. Peningkatan proteks dari kebijakan tarif
impor beras mengakibatkan peningkatan harga gabah di propins Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan pada periode 2002-2003. Selain terjadi peningkatan harga gabah yang disebabkan oleh Peningkatan
proteksi dari kebijakan tarif impor beras, jugaterjadi penurunan harga pupuk yang mengakibatkan
peningkatan total penggunaan pupuk sehingga meningkatkan produktivitas padi sawah di tiga propinsi
tersebut. Selanjutnya meningkatnya harga gabah dan produktivitas padi sawah tersebut mengakibatkan
peningkatan pendapatan usahatani padi sawah di tiga propins tersebut. Meningkatnya pendapatan usahatani
tersebut mengakibatkan peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propinsi Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Sulawes Selatan pada periode 2002-2003.

Proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawes Selatan pada
periode 2002-2003 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan NPCO (Nominal Protection
Coefficient on Output), penurunan NPCI (Nominal Protection Coefficient on Input), dan peningkatan EPC
(Effective Protection Coefficient). Nilat NPCO usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut masing-
masing adalah 1,26, 1,38 dan 1,08, dan pada tahun 2003 masing-masing adalah 1,43, 1,42, dan 1,52.
Sedangkan nilai EPC usahatani padi sawah di tiga propins tersebut pada tahun 2002 masing-masing adalah
1,26, 1,40 dan 1,07, dan pada tahun 2003 masing-masing adalah 1,51, 1,47 dan 1,63. 8iia dikaitkan dengan
tarif impor sebesar Rp 430/K g (setara 30 % ad valorem), makatingkat proteks pada usahatani padi sawah di



propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2002 |ebih kecil dari tarif impor beras tersebut
sehingga belum memberikan proteksi yang efektif. Sebaliknya di propinsi Jawa Timur, tingkat proteksinya
lebih besar dari tarif impor beras sehingga memberikan proteksi yang efektif. Pada tahun 2003, tingkat
proteks pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawes Selatan |ebih besar
dari tarif impor beras sehingga memberikan proteksi yang efektif pada usahatani padi sawah di tiga propinsi
tersebut.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa model analisis PAM sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asums
yang digunakan. Dalam analisisini, nilai tukar rupiah pada tahun 2002 dan tahun 2003 masing-masing
diasumsikan sebesar Rp 9.315,89/US$ dan Rp 8.792,20/US$ serta besarnya tarif impor beras diasumsikan
sama dengan tarif impor beras yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 430/Kg (30% ad valorem). Jikanilai
tukar rupiah menguat atau tarif impor beras diturunkan, maka harga aktual gabah akan menurun mendekati
harga sosialnya. Penurunan harga aktual gabah tersebut akan mempengaruhi pendapatan usahatani padi
sawah sehingga mempengaruhi daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah. Oleh karenaitu, jikanilai
tukar rupiah dan tarif impor beras berubah, maka pembuat kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan
kebijakan tersebut.

Secararingkas dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan dukungan bagi
peningkatan produks padi dan pendapatan petani, pemerintah telah menerapkan berbagal kebijakan
perberasan nasional yaitu antaralain kebijakan harga dasar gabah dan beras, kebijakan subsidi benih,
kebijakan subsidi pupuk, kebijakan subsidi bunga kredit usahatani, manajemen stock dan monopoli impor
beras oleh Bulog, penyediaan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) untuk pengadaan beras oleh Bulog,
subsidi untuk Bulog dalam melakukan operasi pasar yaitu pada saat harga beras tinggi Bulog harus menjual
dengan harga murah, tarif impor beras sebesar Rp 430/K g atau setara 30 % ad valorem dan pelarangan
impor beras sgjak Januari 2004 sampai dengan saat ini.

Kebijakan tarif impor beras yang telah diimplementasikan sejak tahun 2000 hingga saat ini memberikan
dampak positif terhadap peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propins Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Sulawes Selatan pada periode 2002-2003. Namun demikian, kebijakan tarif impor
beras tersebut belum memberikan proteksi yang efektif pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah
dan Sulawes Selatan pada tahun 2002. Sebaliknya di propinsi Jawa Timur memberikan proteks yang
efektif. Selanjutnya pada tahun 2003, kebijakan tarif impor beras tersebut memberikan proteks yang cukup
efektif pada usahatani padi sawah di tiga propins tersebut. Model analisis PAM sangat sensitif terhadap
perubahan asumsi-asumsi yang digunakan. Jikanila tukar rupiah menguat atau tarif impor beras diturunkan,
maka harga aktual gabah akan menurun mendekati harga sosialnya. Oleh karenaitu, jikanilai tukar rupiah
dan tarif impor beras berubah, maka pembuat kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan
tersebut.



